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BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang :

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan
Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran  Pertangungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7010);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor ... Tahun 2025
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor ...,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor ...);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan meliputi:

a. pendapatan asli daerah Rp 223.329.854.770,33
b. pendapatan transfer Rp1.103.065.395.527,00
c. lain-Lain pendapatan
yang sah Rp 5.791.196.154,00
jumlah Rp1.332.186.446.451,33

2. Belanja meliputi:
a. belanja operasi

1. belanja pegawai Rp 571.014.259.148,20
2. belanja barang jasa Rp 322.698.420.788,61
3. belanja bunga Rp 4.415.152.893,00
4. belanja hibah Rp 78.930.230.938,00
5. belanja bantuan sosial Rp 250.000.000,00
jumlah Rp 977.308.063.767,81
b. belanja modal
1. belanja modal tanah Rp 0,00
2. belanja modal peralatan
dan mesin Rp 21.293.950.165,00
3. belanja modal gedung
dan bangunan Rp 121.383.742.234,33
4. belanja modal jalan,
jaringan dan irigasi Rp 33.838.240.867,00
5. belanja modal
aset tetap lainnya Rp 230.171.000,00
6. belanja modal aset lainnya Rp 357.310.700,00
jumlah Rp 177.103.414.966,33
c. belanja tak terduga Rp 0,00
d. belanja transfer
1. belanja bagi hasil Rp 13.317.333.850,00
2. belanja bantuan
_keuangan Rp 151.222.397.284,00
jumlah Rp 164.539.731.134,00
jumlah belanja Rp1.318.951.209.868,14

surplus/defisit Rp 13.235.236.583,19



3. Pembiayaan meliputi:

a. penerimaan pembiayaan Rp 12.926.648.447,62
b. pengeluaran pembiayaan Rp 11.962.764.660,00
jumlah pembiayaan netto Rp 963.883.787,62

4. Sisa lebih perhitungan anggaran:

a. surplus/defisit Rp 13.235.236.583,19
b. jumlah pembiayaan netto Rp 963.883.787,62
c. Sisa lebih perhitungan
anggaran Rp 14.199.120.370,81
Pasal 2

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Ringkasan laporan realisasi anggaran pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

(3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN .... NOMOR ...



